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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR

k Meniinb’ang oa 'ba‘hwa urusan pemerlntahan bldang kesehatan di Daerah i

d11aksanakan oleh Dinas Kesehatan; - _

b. bahwa guna kelancaran dan ketert1ban penyelenggaraan '

| ‘Pemerlntahan Daerah maka perlu d1atur struktur tugas,
fungs1 dan. tata ker_]a ; '

C. .ba[hwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud '
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan '
Peraturan Bupat1 tentang g Kedudukan,‘ Susunan
Organisasi, Tugas dah¢ Fungsi serta Tata Kerja' Dinas
Ke'sehatan Tl b e o

.Un:dang Undang Nomor 13 ~Tahun. 1950  tentang

: Pembentukan ; Daerah- daerah : Kabupaten Dalam

—

Mengihgat
ngkungan Provinsi Jawa Tengah K '

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun. '2014  tentang.

' Pe?lerlntahan Daerah (Lembaran" Negaré .Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Nes’gara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagalmana ;

telah diubah beberapa kali terakh1r dengan Undang-

' Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Le'mbaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 6573) ' ’




Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
lTerangkat Daerah V(Lei‘nbaran Negara Republik Indonesiar
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
E f\zepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana “telah

dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 19’1
' Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘-
Indones1a Nomor 6402);

! e
P\eraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 o

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan .

Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembqran. '
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten - Karanganyar f
1\\Iomor 67) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
}t‘fntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
F;embentukan ‘dan = Susunan Perangkét ‘Daerah
Kabupaten Karanganyar (Lembaran 'Daerah Kabupaten ,
K!aranganyar Tahun 2019 Nomor 22, Taxﬁbahan
‘Lembaran Daerah Kabupaten Kéranganyar Nomor 113);

\ : MEMUTUSKAN :
PEéATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
OR)GANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KESEHATAN

} BAB 1
| \ ~ KETENTUAN UMUM

: " Pasall

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :

1. ,Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. _ .

. [Pemerintah- Daerah adalah Bupati sebagai unsur -
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menJad1
kewenangan Daerah Otonom



@

Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar o
4. | Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 danf
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ~dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang men_]adl -

kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat'
\ Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah
yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
]Dlnas Kesehatan adalah = Perangkat Daerah yang
| melaksanakan urusan pemrintah bidang kesehatan di
Daerah. ~ :
7. | Kepala Dinas adalah Pirnpinan dari Perangkat Daerah
' | Dinas Kesehatan. -
8. | Unit Pelaksana Tekms Dinas yang selanjutnya dlsmgkat
UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur
. teknis penunjang tertentu Dinas. '
‘0. ]Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
\berls1 fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
)keterarnpllan tertentu.
10.Subkoordinator adalah pe_yabat fungsmnal Ahli Muda
&yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
3pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
'suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan
perundang—undangan tentang organisasi dan tata kerja
1nstans1

6.

| |
] | BAB II
\ - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
l V ' Pasal 2 _ :
D1nas Kesehatan d1p1mp1n oleh Kepala Dinas yang
be#kedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada K
Bupat1 melalui Sekretaris Daerah. ’
‘ | | Pasal i3 : | |

(1)’1 Susunan orgaﬁisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
' ‘ a. Kepala Dinas;

i b. Sekretariat membawahkan :

| 1. Subbagian Keuangan;

2, Subbagian Umum dan Kepegéwaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

1
3
!,
|
|

i



,,;h..

. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan Kelompok

~ Jabatan Fungsional;

Bidang Pelayanan Keséhataﬁ membawahkan Kelompok
Jabatan Fungsional; ‘ .
Bidang Sumber Daya Kesehatan = membawahkan

Kelompok Jabatan Fungsional;

- Bidang  Pencegahan ‘dan Pengendalian' Penyakit _

membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
UPTD; ,_dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan  susunan " organisasi Dinas  Kesehatan

|
|
|
|
|
|
|

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lamp1ran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 BAB ne
TUGAS DAN FUNGSI

Bégian Kesatu

Kepala Dinas

: Pasal 4

Kepala Dinas mempunya1 tugas membantu Bupati dalam

" melaksanakan urusan pemermtahan bidang kesehatan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yaxl}g ditugaskan Bupati.

i

 Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

a.
b.

C.

N

]

jPa%,al 4, Kepala Dinas mempunyai‘fungsi :

: [ perumusan kebijakan pada bidang kesehatan;

1 pelaksanaan kebijakan pada bidang kesehatan;

‘%pelaksana'an evaluasi dan pelaporan pada bidang

‘ kesehatan,

pelaksanaan admlnlstra31 Dmas Kesehatan; dan

.ﬁpelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

j fungSinya.

\
\
|



‘Bagian Kedua

- Sekretariat

i - a Pasal 6 \ ,
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
[ ~ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantﬁ Kepé.ia'
' Dinas. | | | »
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretarls berada di bawah

] dan bertanggung jawab kepada Kepala Dmas

] Pasal"7 : I S
S:ekretarls sebagaimana d1maksud dalam Pasal 6 ayat (2) |
rqempunyal tugas melakukan perencanaan perumusan |
dan pelaksanaan kebijakan, péngkoordinaéian |

pemantauan, evaluas1 dan pelaporan mehput1 pembinaan

ketatausahaan, o hukurn, " keuangan, aset,
kerumahtanggaan, : kerjasama, ' kearsipan,
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, = dan

|

pelayanan administrasi.

|

‘ o ' ',:.Pa'sa18

5a1am melaksa.nakah tugas sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 7, Sekretans mempunya1 fung31

il

a. pengkoordinasian keglatan

b:.» pengkoordmasxan dan penyusunan rencana  dan
t ~ program kerja, | |
cy penibinaan dan ;;emberian dukunganv adrﬁiriistrasi |
\ yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
) keﬁéngan_, keruméhtanggaan, ke’rjak sama, hubungan
} masyarakat, arsip dan'dokumentasi;
d. pengkoord1nas1an tatalaksana,

J. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan

perundang—undangan serta pelaksanaan advokasi °

j hukum;’

|
1

|



o e
e NI

pengkoord1nas1an pelaksanaan Slstem Pengendahan
'IIntern Pemermtah (SPIP) dan pengelolaan 1nformasx T

dan dokumentas1

5

J penyelenggaraan: plenge"lolaa‘n_; _ barang ’mi‘lik:/} o
.ykeka‘\yaari | Déerah dan pelayanan pengadaan
,‘barail“‘ig'/jasa; . : | | , '
‘pelaksé.naan rnomtormg, ’evéluaSi ~dan pclapbran L
; sesuau dengan 11ngkup tugasnya, dan. .

‘pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan ° ‘

_ vfungsmy’a. Sl

Pasal 9

Subbaglan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 |
‘ayat (1) huruf b angka 1 d1p1mp1n oleh kepala'

S.ubbag1an yang berada dlbawah dan bertanggung

A jawab kepada Sekretans

‘ pada ayat (1) melaksanakan tugas peny1apan bahan

|

Kepala Subbaglan Keuangan sebaga1mana dimaksud -

perumusan dan pelaksanaan kebuakan, pemantauan,‘

- evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, -

. pengelolaan keuangan, aset Daerah dan pelaporan

; Pasal 10 . ‘
Subbaglan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 '

o ayat (1) huruf b angka 2 d1p1mp1n oleh kepala

‘ Subbag1an yang berada d1bawah dan bertanggung
'Ja\.vab kepada Sekretaris.

|-

f,‘sebagalmana d1maksud pada ayat (1) melaksanakan .
o tugas penylapan bahan perumusan dan pelaksanaan '
' kebl_]akan, ,pemantauan, evalua31 dan ;pelaporan i

: pembmaan e ketatausahaan, S hukum,

kerumahtanggaan, ker_]asama,‘ kear31pan, informasi -

'dan kehumasan dokumen, ketatalak_sanaan, dan

7 kepegawalan Dmas Kesehatan

Kepala - Subbagian Umum dan Kepegawaxan :



Bagian Ketiga
‘ B1dang Kesehatan Masyarakat

 Pasal 11
1) Bldang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur
pelaksana kesehatan masyarakat. ;
(2) Bldang Kesehatan Masyarakat d1p1mp1n oleh Kepala

Bldang, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 12-
-Kepala Bldang Kesehatan Masyarakat sebagairhaha
dlmaksud_ dalam Pasal 11 ayat (2) ~mempuny'31i tﬁgas |
peren:cayr;aan perumusan dan _peléksahaan llcébijakah,
pemantauan_, : evah;as‘i,, dan peléporan kesehatan

masyarakat.

Pasal 13
‘ Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud
'dalam Pasal 12 Kepala B1dang Kesehatan Masyarakat
mempunya1 fungs1 | (
a. |penyusunan kebgakan tekms ‘ bidang kesehataﬁ_
keluarga, ngl masyarakat ~ promos1 keSehaﬁan ’ |
pemberdayaan masyarakat kesehatan lmgkungan
! ‘kesehatan ker_]a dan olah raga; |
b.. ‘péllaksanaan . kebijakan pada bidang kesc‘hétan‘
)keluafga, gizi météyarakat prdmoéi kesehatan,
5 pernberdayaan rnasYarakat kesehatan 11ngkungan =
kesehatan kerja dan olah raga
. pelaksanaan blmblngan tekms dan superv1s1 pada
e bidang kesehatan keluarga, ngl masyarakat promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan

hngkungan, kesehatan kerja dan olah raga,




d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang:
‘ kesehatan erluarga,' - gizi  masyarakat, promosi

kesehatan, pemberdayaan masYarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
€. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

|
|
; fungsmya
l
|
|

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Keschatan

Pasal 14
()B1dang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur

pelaksana pelayanan kesehatan.

Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dmas.

\

|
|
|
|
\
1
|
|
(2) Bldang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala
|
I
|
|
|
|
)

Pasal‘.15-
Kepalav Bidang Pelayanan Kesehatan - sebagaimana .
; d1maksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan tugas
p‘erencanaan perumusan dan pelaksanaan kebljakan,
) pengkoord1nas1an pemantauan evaluasi dan pelaporan

|

I?elayanan kesehatan.
|

I : : : Pasal 16 -

- Palam meiaksanakan tugas ‘sebagaiména‘ dimaksud
;dalam Pasal 15, Kepalavk Bidang Pelayanan Kesehatan,

' mempunya1 fungsi : .

penyusunan kebijakaﬁ teknis bidang pelayanan

kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan |

|

-

" kesehatan dasar dan kesehatan ‘tradisional, -peiayanan |
,’ kesehatan;

| v

|

|




b. pelaksanaan kebljakan ': feknis biciang pelayananﬂ

kesehatan dasar dan kesehatan trad151onal pelayanan

‘ kesehatan ruJukan, pcla}‘yanan mutu dan pembxayaan
' kesehatan;

c. | pelaksanaan bimbingan tekms dan superv131 pada‘
lb1dang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatanf

! tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan

' mutu dan pemblayaan kesehatan B

; d.) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada b1dang

\ pelayanan_“késehata'n dasar;dan kesehatan tradisional,
[ pelayanan kesehatan ruJukan, pelayanan mutu “dan
] pembiayaan kesehatan; dan' R

e. \ pelaksanaan tugas‘ lain sesuai ; ‘dengan tugas dan-

‘ fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

'L o .' Pasal 17 |

(1) Bldang ‘Sumber Daya Kesehatan merupakan unsﬁr
I pelaksana sumber daya kesehatan ‘

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala» ‘
\ Bldang, berada d1 bawah dan bertanggung Jawab 4
‘ kepada Kepala D1nas |
1 , - ~ Pasal 18

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagalmana v‘

,d1\maksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunya1 tugas

Aperencanaan perumusan dan pelaksanaan kebgakan,

‘pemantauan, evaluasi dan pelapbran bidang'sumber daya '.

|

manusia kesehatan.

]
o
|



Pasal 19 _

Dalam melaksanakan ‘tugas Sebagaimana dimaksud

‘dalam Pasal 18 Kepala Bldang Sumber Daya Kesehatan,

me’,mpunyau fungs1

a.

"penyusunan kebljakan tekms pada bidang kefarmasian,

makanan, mlnuman perbekalan kesehatan, sumber
daya manusia kesehatan, sarana . . dan perizinan
kesehatan serta manajemen informasi kesehatan 7
-pelaksanaan kebuakan teknis bidang kefarmasian,

makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber

~daya manusia - kesehatan, sarana dan perizinan

kesehatan serta manajemen informasi kesehatan'

"penylapan blmblngan teknis dan- superv1s1 pada bidang

kefarmasian, makanan, mmuman, perbekalan
kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana

dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi

'

~ kesehatan; B | : '

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
kefarmasian, - makanan , mmuman,perbekalan

kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana

'dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi

kesehatan; dan
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keenam

" Bidangk Pencegahari dan Pengendalian Penyakit

; Pasal 20



“d. pemantauan, evaluas1 dan pelaporan pada bldang'

e,

(2) Bldang Pencegahan dan Pengendahan Penyakit
_ d1p1mp1n oleh Kepala B1dang, berada di bawah dan

bertanggung Jawab_ kcpada Kepala Dinas.
o ‘

| ] ~ o Pasal 21 -

Kébala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

R . . .
sebagaimana dimaksud - dalam Pasal 20 ayat (2);

meimpunyai tugas perenéanaan perumusan dan
pelz‘aksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan'
pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit,

i
f

[ Pasal 22

‘Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal. 21, Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendahan Penyakit, mempunyal fungsi: :
‘[penyusunan kebijakan teknis bidang survellans dan’
]1mumsas1, pencegahan dan pengendalian penyaklt
menular pencegahan dan pengendalian penyaklt t1dak '
l menular dan kesehatan j jiwa;

b. pelaksanaan kebijakan pada bidang sﬁrveilans daﬁ

| imunisasi, pencegahén ~dan pengendalian penyakit

. \ menular, pengegahgn dan pengendalian penyakit tidak
) menular dan kesehatan jiwa;

c. El}:'Jelaks.anaa.n bimbingan teknis dan sﬁpervisi pada

‘bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

Npengendalian pen}lrakit' ‘menular, pencegahan dan}

ipengendalian penyakit tidék menular dan kesehatan

lea | K

l surveilans dan  imunisasi, pencegahan dan

f;Vpengendalian penyakit  menular, pencegahan? dah

Lpengendalian penyakit tidak ‘menular dan keschatah

\ jiwa; dan |

pelaksanaan tugas laln sesuai dengan tugas dan |

|
E fungsmya
|
\

\



, Bagian Ketujuh
- UPTD

; _ ~Pasal 23 _ b
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional.
l dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas - |
; Kesehatan dapat dibentuk UPTD. - . A
(2) UPTD sebaga1mana dimaksud pada ayat (1), d1p1mp1n
oleh Kepala“ UPTD yang berada di bawah' dan
bértanggung jaWab kepada Kepala Dinas. ) "
(3) Ketentuan lebih lanJut mengenai pembentukan UPTD’

d1atur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.

| Bagian Kedelapan’ o |
1 Kelompok Jabatan Fungsional

- Pasal 24 | ; :
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
k ketentuan peraturan perundang-undangan berada

! dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2) Jumlah Jabatan Fungéional sebagaimana dimaksud

| pada ayat (1), ditentukan 'berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja. ‘ |

Pasal 25
()Kelompok Jabatan Fungsional terd1r1 dari tenaga
- fungsional yang terbag1 dalam, kelompok se'suai'

\ dengan b1dang keahllannya

| , . _
(2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai “peraturan

perundang-undangan

I
t' - Pasal 26
(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk

' Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
| Sekretariat/ Bidang. : »

'(2) Jenis dan Jumlah Subkoordmator ditetapkan oleh

| Bupati atas usulan dari Kepala Dmas

|
-
\



~ Pasal 27 e o
Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung
. _]avlvab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalu1 Seks1/
. Subbag1an dan/atau Bidang/Sekretariat sesuai.jenis dan-
‘_]enJang Jabatannya vang mem111k1 keterkaltan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

" BAB IV
TATA KERJA

‘Pasal 28 |
Kepala Dinas menyampaikan, laporan hasil pelaksanaan

urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sékre;taris
Da\‘erah. | o B

\

Pasal 29 | |
Kepala Dinas membuat usulan anélisis jébatan, peta
'jagatan; analisis beban kerja,' evaluasi jabatan dan
‘stai}ndafko-mpetensi jabatan kepada Bupati.
] Pasal 30 .}
1)\ Kepala Dinas, Sekretans' Kepala Bid'ang, Kepala -
}Subkoordmator, Kepala Seksi, ‘dan Kepala UPTD
. dalam melaksanakan tugas menerapkan pr1ns1p
‘ koordma31, integrasi, dan smkron1sa51 '
| (2)‘Kepa1a Dinas, Sekrctans, Kepala Bidang, Kepala
| ' Subkoordinator, Kepala/‘ Seksi, dan} Kepala UPTD
!dalam melaksanakan tugas menerapkani prinsip
)perencanaan, pengorgan1sas1an pemantauan, evaluasi
l dan pelaporan.: ‘
3) Kepala Dinas, Sekretarls Kepala B1dang, Kepala
‘Subkoordmator, Kepala Seks1 dan Kepala UPTD

l
] melaksanakan Sistem Pengendahan Intern Pemerintah



~ Pasal 31

(1) Kepala Dinas berfanggung jawab  memimpin,

mengoordinasikan ‘dan memberikan pengarahan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

@)

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas’

bawahan - dan mengambil ’langkah—langkah - yang -

I'diperhv;lkan sesuai dengan = peraturan perundang-

| uhdangan.

Pasal 32

l

Kepala Diné.s‘wajib menyampaikan laporan berkala vt'epat
paﬂa waktunya. | | |

Pasal 33

‘Dﬁlam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas =

wajib melakukan koord1nas1 dengan Camat.

BABV |
k o KETENTUAN PERALIHAN

] ' Pasal 34
| (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
’ ] Bupat1 ini tetap mendudu‘kl Jabatannya dan
i melaksanakan tugasnya sé.mpai dengan dit’e‘tapkannya
\ pejabat yang baru befdasarkan Peraturan Buﬁati ini, -
(2)1 Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan'
) Bupati Cini tetap menduduk Jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampa1 dengan d1tetapkannya v

‘Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang

| ' berlaku. R
(3)‘ Pejabat Pelaksana i sebagéimana’ dimaksud pada
| ayat  (2) bertanggungjawab  kepada ;pvejébat
| ] administrasi di atasnya. |

|
i

\



BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35 | \ g L
Dinas Késehatan‘ dalarp 'melaksahakan Urusan
‘P\emverintahan‘ dan tugas pembahtuan dengan Perangkéf
‘ ~D!aer‘ah provinsi bersifat = koordinatif dan fungs_ibnal
‘ untﬁk mensinkronkén pclakéanaan tugas dé.ﬁ fungsi .
n}asing—masing. | |

| |
[ - . Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenau uraian tugas setiap

jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

[ BAB VII |
! ~ KETENTUAN PENUTUP

] e " Pasal 37

Plada saat Peraturan Bupat1 ini mula1 berlaku, Peratu»ran:
Bupati Karanganyar. Nomor 97 Tahun 2016 tentangi
I‘{edudukan Susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Tata Kerja
pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah K‘abupaten}l
Karanganyar Tahun 2016 Nomor 975, sebagaimana
‘t{elah diubah dengan Peraturan ' Bubati Karanganyaf
iilomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas -
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97  Tahun 2016 i‘
t‘cntang Kedudukan, ‘Susunan Organisasi, Tugas Qan‘
’I\‘ata /Kerja“pada. Dinaé Kesehatan (Berita Daefa}h
Kabupaten‘ Karangaﬁyar Tahun 2019, Nomdr‘ 1 1?1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



(a

, D'il.rlnda‘rigkan di- Karangériyai‘“
| pada tanggal 31 Desembe’r 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

. ttd‘,

SUTARNO

' Pésai 38

~ Peraturan Bupati ‘ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar | setiap orang | mvengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturah ‘Bupati  ini  dengan

_ ;penl:mpatannya dalam = Berita - Daerah Kabupaten

[E Karanganyar. ’

Ditetapkan di Karanganyar o
. pada tanggal 31 Désember 2021
'BUPATI KARANGANYAR,

| ttd

 JULIYATMONO

r BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 103 -

!5"1
[l

. Salinaf; sesuai dengah aslinya
'SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG ‘ '

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA-

& o TATA KERJA DINAS KESEHATAN )

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI S
- DINAS KESEHATAN

Kepala Dinas

- — e - Sekretariat -
| ' 1 o
» Subbagian Umum dan N el ” L ui )
Subbagian Keuangan i 1] v elompo =
& : & . Kepegawaian -1 Jabatan Funesional ** H-
+ P F 3 (3 1 ¢ ¥ 1 91 5 3 1 3 1 1.3
— ' L , - 1
Bidang Bidang 7 ) Bidang Bidang :
Kesehatan Masyarakat ~ Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Kesehatan Pencegahan dan Pengendahan
e . , _ : ~ ~ - Penyakit T
lFfﬁtT}_i“HuiH” lt ==m; wlﬂ&_l_
mi g Kelompok u u Kelompok -1 i Kelompok _ - ] Kelompok H
:q Jabatan Fungsional - “—;: n Jabatan Fungsional 1-* Jabatan Fungsional -1 ] Jabatan Fungsional nui

BUPATI KARANGANYAR
ttd

JULIYATMONO



